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BUPATI SOLOK,

balhwa PETCIICHETLEEAT tenaga kerja
merupakan salah satil pedoman bag:
pemenintah daerah dalam rangka
pembangunan  ketenagakerjaan, serta dalam
upaya mengatasi  permasalahan di bidang
ketenasakerjaan seperti pengangguran terbuka,
rendahnyva kualitas angkatan kerja, rendahnya
produlklivitas ker)a, dan rendahnyva
kesejahteraan pekerja di Kabupaten Solok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupali Solok
tentang Perencanaan Tenaga Kerja Kabupalen

Sololk;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daesrah Otonom RKabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumalera
Tengah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenlang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik



6,

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lémbaran Negpara Fepublik
Indonesia Nomor S53587), sebagmimana telah
diubah b-::bvrapﬂ-;ali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara HRepublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Inmdonesia Tahun
2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tabhun 2007
lentang Tata Cara Memperoleh Inlormas:
Ketenagakerjaan dan  Penyusunan Serta
Pelaksanaan Perencanaan  Tenaga Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4701];

Peraturan Pemernmntah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Perluasan Kesempatan Kerja {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3413];



8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PERIG/MEN/XI/2010
tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja ddan
Transmigrasi MNomor PER.1I7Y/MEN/XI/2010

tentang Perencanaan Tenaga Kerja Milkro.

+

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN RUPATI TENTANG PERENCANAAN

TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK,

BAB 1
KETENTUAN UMUNM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:

2.

]

Daerah adalah Kabupaten Sololk.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkal daerah sebagai

unsur penvelenggaraan Pemerintah Daerah
Bupati adalah Bupati Solok.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disingkatl
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyvat dacrah yang

berkedudukan  sebagai unsur penvelenggara pemerintahan

daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Solok.

Perangkat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupal yang
melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesual dengan

peraturan daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja vang selanjutnya disingkat DPMPTSPNaker adalah
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kabupaten Solok,

‘Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa

kera,
T
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Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masvarakal.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,

Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK,
adalah proses penyusunan rendana kelenagakerjaan secara
sistemalis yvang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunarn

kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan

‘ketenagakerjaan yvang berkesinambungan,

Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disinglkat
PTK  Makro adalah proses  penyusunan TOTICATLA
ketenagalcerjaan SCOHTE sistematis vang  memuat
pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktil guna
mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, secara nasional,
daerah, maupun selktoral sehingga dapal membuka kesempartan
kerja seluas-luasnva, meningkatkan produktivitas kerja dan

meningkatlkan kesejahteraan pekerja/burul.

Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang sclanjulnya disingkal PTK

Mikro Kabupaten adalah  proses penyusunan  rencana

ketenagakerjaan secara sistematis pada instanst Pemenintah
Kabupaten maupun swasta dalam rangka meningkatkan
pendavapgunasn (enaga kerja secara optimal dan produktif untuk
mendukung pencapalan kinerja yang tinggi pada

instansi/lembaga atau perusahaan vang bersangkutan.

Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Scktoral Kabupaten
vang selanjutnva disebut PTK Scktoral/Sub Sektoral Kabupaten
adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjasn secara

sistematis vang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan

‘kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan

ketenagakerjaan vang berkesinambungan secara sektoral/sub

sektoral Kabupaten.

Rencana Tenaga Kerja vang selanjutnya disingkat RTK adalah
hasil kegiatan PTK vang memuat perkiraan dan rencana
persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta

neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.

F 2l



1.

17

13.

19,

.

22,

23

L

26

W 4T

Rencana Tenaga Herja Makro yvang sclanjutnya discbut RTK
Makro adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh

sektoral atau satua sektoral/sub sektoral di tingkat Kabupaten.

Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK
Mikro adalah hasil kegiatan PTK Mikro.

Rencana Tenaga Kerja ‘-a-.?t-:'rm-:lf%ub Sektoral Kabupalen vang

selanjutnya  discebut RTK ‘Qekturd.l,-’ Sub Sektoral Kabupaten

adalah hasil kegiatan PTK Sektoral/ Sub Sektoral Kabupaten,

Persediaan Tenaga Kerpa adalah jumlah dan kualitas angkatan

kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.

. Persediaan Pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan

pada suatu perusahaan dengan berbagai karakteristiknya.

Kehutuhan Tenaga Kerja yang selanjutnya disinglkat KTK adalah

jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk

mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan  berbagai

karakteristiknva.

Kebutuhan Pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh
perusahaan sesuai dengan beban kerjan  dengan berbagai
karakleristiknya.

Neraca Tenaga Kerja vang selanjutnya disingloat I\“‘fI{ adalah
keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara
persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan lenaga kerja

dengan berbagai karakteristiknya.

Nerace Pegawail adalah keseimbangan atau kesenjangan antars

persediaan pegawai dengan kebuluhan pegawai dengan berbagai

kcaraktensktiknyva.

. Metoda adalah cara kerja yvang teratur dan sistematis untuk

memudahkan pelaksanaan  suatu keglatan guna mencapal

tujuan vang ditentukan.

Metoda Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja yang selanjutnysa
disingkat MPPTK adalah cara kerja yang teratur dan sistemartis
untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja.

Metoda Penghitungan Kebutuhan akan Tenaga Kerja yang

‘selanjutnya disingkat MPKTK adalah cara kerja yang teratur dan

[T



2H.

7

30,

i

s

i

34

K -2

36,

sistematis  untuk memperkirakan jumlah dan  kualitas

kesempatan kerja.

Penduduk Usia Kerja vang selanjutnya disingkatr PUK, adalah
jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau

lebih, vang disebul juga tenaga kerja.

Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah jumlah
dan kualitas PUK yang bekerja, Alau punya pckerjaan namurl

sementara tidak bekerja dan pengangguran,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yvang selanjuinya disingkal
TPAE, adalah rasio antara jumlah AK dengan jumlah PUK.

Hekerja adalah  seseorang  yang melaksanakan kegialtan
ekonomi dengan maksud memperoleh ataa membantu
memperaleh pendapatan  atau keuntungan  sckurang-
kurangnya 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu

sebelum pencacahan.

Penganggur Terbuka adalah mereka yang mencari pckerjaan,
yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjasan
karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang

sudah punya pekerjaan letapi belum mulai bekerja.

Tingkat Penganggur Terbuka yang selanjuilnya disingkat TPT,

-adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah

angkatan kerja.

Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang belum diisi

oleh pencari kerja dan pekerja vang sudah ada.

Program Kepegawaian adalah program di bidang kepegawaian

sesuai dengan neraca pegawal antara lain meliputi perekratan,

scleksi, penempatan, pemensiunan, pelatihan/kompetensi dan
pengembangan, perlindungan, pengupahan, jaminan sosial dan

produlktivitas kerja.

‘Produktivitas Tenaga Keria adalah rasio antara nilai produok
domestik  bruto dengan jumlah penduduk yang bekerja yang
digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan
waltu tertentu vang merupakan besaran kontribusi penduduk

yang bekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk

AT |



dari proses kegiatan ckonomi pada suatu lapangan usaha secara

nasional dan regional.

37. Instansi Scktoral adalah instansi vang membina selktor lapangan

usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

3%. Pembinaan adalah scrangkaian kegiatan untuk meningkatlcan
kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka

penyvusunan dan pelaksanaan RTK Malkro dan RTK Mikro.

39, Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan
identifikasi penyusunan dan pelaksanaan RTE Makro dan RTK
Mikro.

40. Evaluasi RTK Makro adalah serangkaian kegiatan penilaian
terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTR

mMalcro dalam walctu tertentu.

41. Evaluasi RTK Mikro adalah serangkaian kegiatan penilaian
terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK

Milcro dalam walctu tertento.

42 . Laporan RTK Makro adalah penyampaian analisis hasil kegiatan
vang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTHE
Makro.

43. Laporan RTK Mikro adalah penyampaian analisis hasil kegiatan

vang dilakukan dalam penvusunan dan pelaksanzan RTK Mikro,

44 Jahatan adalah selkumpulan pekerjaan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab dan wewenang seseorang pegawal dalam

pernisahaan.

45. Beban Kerja adalah sejumlah target pckerjaan atau targel hasil

yvang haras dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
d£. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha vang berbadan hukum atau tidak, mablik
prang perscorangan, milik perselkutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
memperkerjakan  pekerja/buruh dengan membayar upah

atanl imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai

pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar

uEah atau imbalan dalam bentulk Izin,



47, Pegawai adalah pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan

(1)
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(1]

(2)

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentul lain.

BAB II
PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 2 :

+
PTK terdiri atas:
a. PTK Makro; dan
b. PTK Mikra.

PTK Makro sebagaimana dimalcsud pada ayal (1) hural a, terdiri
alos:

a. lingkup kewilayahan yaitu PTK Kabupaten; dan

b. lingkup scktoral vaitu PTE Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hurul b, terdiri
Aalas.

a, Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Mililk Daerah;

c. Perasahaan Swasta; dan

Lembaga Swasta lain.
Pasal 3

PTK Makro lingkup kewilayahan dan Ingkup sektoral

sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2], diselenggarakan

oleh Pemerintah Dacrah dengan melibatkan instansi vertikal dan

lembaga-lembaga terkait.
FTK Makro lingkup kewilayahan dan hngkup sektoral
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menghasillkan

RTK Kabupaten dan RTK Scktoral/Sub Sektoral Kabu



BAB III
PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO

Bagian Kesatu
Tujuan

Pa=al 4

PTK Makro bertujuan untuk: 5

a. menyediakan tenaga kerja vang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan /atau jasa;

b. mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakeraan yvang
melipti, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunsasan
tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan  perlindungan dan

kesejahterasn pekerja,

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan

Pasal &

(1] Kegiatan PTK Makro, dilakukan dengan tahapan sebagai berilkut:
a. penghitungan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja;
b. pembentukan tim;
c. pelaporan hasil pelaksanaan RTEK Makro;

d. pemantauan terhadap penyvusunan dan  pelaksanaan RTK
Malcro;

¢, pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan; dan
[, pembinaan lerhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.

(2] Kegiatan PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),

menghasilkan RTK Makro,



(1]

(2]

[3)

(1)

()

Bagian Ketiga
Penyvusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 6
Fenyusunan PTK Makro di Daerahy, dilakukan oleh DPMPTSPNaker,

Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral di Daerah
dilakukan oleh kepala lembaga vang membidangl sekior atan

lapangan usaha vang bersanglkulan.

Dalam proses penyvusunan PI'K Makro, DPMPTSPNaker dapat

membentul Tim.

Pasal 7

Dialam rangka penvusunan PTK Makro di Daerah, diperlukan

Informasi Ketenagalkerjaan dan informasi terkait [ainnva.

Informas) Ketenagakerjaan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1),
terdin atas:

a. Informasi Ketenagakerjaan Umum, melipuati:

I. penduduk;

2. tenaga kerja;

3. anglkatan kerja;

4, penduduk vang bekerja; dan

.:‘_n

penganggur,

b. Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi:

1 standar kompetensi kerja;
2 lembaga pelatihan;

3. asosiast profes;

7 tenaga kepelatithan;

lulusan pelatihan;

kebutuhan pelatihan;

3

&

T. sertifikasi tenaga Kerja;
8 jenis pelatthan; dan

9

tingkat produktivitas.



c. Informasi Penempatan Tenaga Kerja,melipnati:

L

&,

kesempatan kerja;

pencari kerja;

lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kKerja dalam
dan luar negeri; dan

penempatan tenaga kerja dalam dan Tuar negeri.

d. Informasi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, mehput:

15

o R Ll ba

usaha mandiri;

tenaga kerja mandiri;
tenaga kerja sukarela;
teknologl padal karya; dan

teknologi tepat guna.

e. Informasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,

melipati:

I,

2
3,
4

-_..'_,."I

G.

10,
11.
14,
13.
14

pengupahan;

perusahaan;

kondisi dan lingkungan kerja;
serikat pekerja/serikat bunah;
asosiasi pengusaha;

perselisihan hubungan industrial;
pemogokan;

penutupan perusahaan;

pemutusan hubungan kernjg;

jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;

kecelakaan kerja;

keselamatan dan kesehatan kerja;
penindakan pelanggaran;
pengawasan Kelenapakerjaan; dan

fasilitas kesejahteraan.

Paragraf 2
Penghitungan

Paszal B

Penghitungan Persediaan  dan  Kebutuhan akan Tenaga EKerja

dipergunakan untuk menvusun PTK Makro yvang meliputi penyusunan

dan perkirasn dan perencanaan:

WaLw



a, perscdizan tenaga Kerja;
Ir. kebutuhan akan tenaga kenja;

c. keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
dan
d. penyvusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan

ketenagalkerjaan.

Pasal 9

(1) Persediaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a, disusun berdasarkan:
a. lingkup kewilayahan; dan

b. lingkup sektoral.

(2] Persediaan tenaga kerja lingloup kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah
dan kualitas tenags kerja atau Angkatan Kerja yang siap memasuki

pasar kerja di Kabupaten Solol.

(3] Persediaan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan
kualitas Angkatan Kerja vang bekerja di Sektoral/Sub  Scktoral

Kabupaten Solalk.
Pasal 10

(1) Kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
hurul b, disusun berdasarkan:
a. lingkup kewilayahan; dan
b. linglup sektoral,

(2] Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a, dipergunakan untuk

memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan

di Kabupaten Sololk.

(3) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk
memperkiraltan jumlah dan kualitas tenaga kerja vang dibutubhkan

di Sektoral/Sub Scktoral Kabupaten Solok.

[ |



(1)

(2]

{:3)

Pasal 11

Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja

-schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, disusun berdasarkan:

a. lingkup kewilayahan; dan

b. lingkup sektoral. .

Keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan dan kebutuahan
akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan
kualitas tenaga kerja dari hasil kescimbangan atau kesenjangan
antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan

kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di Kabupaten

Salok,

Keseimbangan antara perscdiaan dan keburtuhan akan tenaga kerja
lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b,
dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga
kerja dari bhasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan
kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga
kerja atau kesempatan kerja di sub scktor di tingkat Sektoralf/Sub

Sektoral Kabupaten Sololk.

Pasal 12

Untuk mempermudah penghitungan perkiraan dan perencanaan

persediaan, kebutuhan dan neraca tenaga kerja dapal dibangun program

aplikasi di tingkat Kabupaten dan Sektoral/Sub Scktoral Kabupaten

Sololk.
Paragraf 3
Metoda
Pasal 13
(1] Persediaan tenaga kerja  lingkup kewilayahan sebagsimana

[ el

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyusunan perkiraan dan

perencanasnnyva mempergunakan metoda:

2. metoda TPAK:

. metoda Kohort; dan

¢. metoda lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.



(2) Metoda TPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horuf a,
dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja
dan kualitas tenapa kerja atau Angkatan Kerja yang siap memasuki
pasar kerja melalui  pendekatan perkembangan TPAK dengan
perkembangan penduduk dan tenaga kerja di tingkat Kabupaten

Holole.

(3) Mectoda Eohort sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) huruf b,
dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja
dan kualitas tenaga kerja atau Angkatan Kerja yvang siap memasukl
pasar kerja melalui pendekatan luaran pendidikan setiap jenjang di

-tingkat Kabupaten Solok.

Pasal 14

Pengrmunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas
persedisan tenaga kerja menvangkut perkembangan pendudulk, tenaga

kerja, partisipasi Angkatan Kerja dan lusran setiap jenjang pendidikan.
Pasal 15

Persediaan tenaga kerja lingkup Sektoral/Sub Sektoral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 avat (3], penyusunan perkiraan dan
perencanaannva mempergunakan metoda regresi  linier atau  semi
logaritma untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang

bekerja di Sektoral / Sub Scktoral Kabupaten Solok.
Pasal 16

(1] Kebutuhan akan tenaga kerja lingkap kewilayahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2], penyusunan perkiraan dan

perencanaannya mempergunakan:
a. metoda ekonometrik;
b. metada elastisitas; dan
c. metada input cutput (I-0).
(2} Metoda ekonometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,

dipergunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan

kualitas tenaga kerja vang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan
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atau lapangan usaha melalui penentuan faktor yang mempengaruhi
penciplaan kesempatan kerja di setiap scktoral atau lapangan usaha

di tingkat Kabupaten Saolok,

(3] Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b,
diperpunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan
kualitas tenaga kerja vang akan dibuluhkan pada suatu kegiatan
atau lapangan usaha melalui  pertumbuhan ekonomi  dan
‘pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sektoral atau lapangan

1saha di tingkat Kabupaten.

(4] Metoda inpul output (I-0) sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)
huruf e, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan
perencanaan jumlah dan lkualitas tenaga kerja wvang akan
dibutuhkan atau kesempatan kerja pada suata kegiatan atau
lapangan wusaha bahwa permintaan akhir ecfektil mempunyai
pengarub terhadap penciptaan kesempatan kerja di berbagail scktoral

atau lapangan usaha di tngkat Kabupaten.
Pasal 17

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus
memperhatikan  [aktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan

tenaga kerja vang menyangkul perkembangan perekonomian.
Pasal 18

(1) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3], penyusunan perkiraan dan
PUTCTICATLAETNITIIY & IS PErgLn akan:

a. mctoda ckonomelnk; dan

b. metoda elastisitas.

(2] Metoda ckonomelrik sebagaimana dimalksud pada ayat (1] huruf a,
dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan
jumlah dan kualitas tenaga kerja vang akan dibutuhkan pada suatu
kegiatan atau lapangan usaha melalu penentuan faktor-faktaor yang
mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di setiap sub sekior di

tingkat Sektoral/Sub Sekloral Kabupaten.
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(3] Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diperpunakan untuak penghitungan perkiraan dan perencanaan
jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada sualu
kegiatan atau lapangan usaha melalul pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sub selttor di tingkat

Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

Pa=sal Ii'El

Pengeunaan metoda sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus
memperhatikan  faktor-faktor yang mempengaruhi  kebutuhan akan

tenaga kerja vang menvangkut perkembangan perckonomian.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Pasal 20

Pelaksanaan PTK Makre meliputi kegiatan sosialisasi, pencapaian
sasaran, pemantauan, evaluasi, penyesuaian sasaran, dan pelaporan

hasil pelaksanaan RTK Makro,

Pasal 21

(1) RTK Kabupaten dan ERETK sekioral/sub sekitoral Kabupaten
dilaksanakan oleh Pemernintah Daecrah dengan mengarusutamnakam
ketenagakerjaan  dalam setiap kebijakan, strategi dan program

pembangunan tingkat Kabupaten.

(21 RTK Kabupaten, dan RTK sektoral/sub  sektor Kabupaten
dilalksanalian untuls:

a. memperluas kesempatan kerja;

b. meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;

. meningkatlkean kualitas tenaga kerja;

d. menmngkatkan produkbivitas tenags kerja; dan

e, meningkatkan perlindungan serta kesejahterasan pekerja.

(3) RTK Kabupsaten disosialisasikan oleh DPMPTSPNaker.

(1] RTK sektoral/sub sektoral Kabupaten disosialisasikan aleh pembina

selttoral f sub sektoral tingkat Kabupaten.
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Bagian Kelima
Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1] Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan PTK Makro yang
sistematis dan komprehensif di Baerah, perlu dibentuk Tim PTK
Makro.

{2} TIM PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. lingkup kewilayvahan; dan
‘b, lingkup sektoral,

Paragraf 2
Tim Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 23

Tim PTK Makro sebagaimana dimalsud dalam Pasal 22 terdiri atas:

a. Tim PTK Kabupatlen; dan
k. Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten,

Paragraf 3
Susunan Keanggotaan

Pasal 24

(1) Susunan keanggotaan Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 huraf a, terdiri atas:
a. Pembina Tim PTK Kabupaten yakni Bupati.
b. Ketua Tim PTK Kabupaten yakni oleh Kepala DPMPTSPNaker.

c. Sekretaris Tim PTK Kabupaten yakni Sekretaris Pejabat Esclon III
DPMPTSPNaker,

d. Anggota Tim PTK Kabupaten, terdiri atas:

Kepala Barenlitbang Kabupaten Solok;

Kepala Dinas vang membidangt sektoral Kabupaten Solok;
Kepala BPs Kabupaten Solok,

Ketua APINDCO),

Ketua Kading

Perguruan Tinggi; dan

Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

L R R
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e, Sekretariat Tim PTK Kabupaten berada pada DPMPTSPNaker.

(2] Susunan keanggotaan Tim PTK Sektoral/Sub Scktoral Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurul b, terdiri atas:
a. Pembina Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten, yakni
Bupati;
b. Ketua Tim PTK Sekioral/Sub Sektoral Kabupaten, yakni Kepala
Dinas  yang membidangi : Sekioral/Sub Sektoral  yang

bersanghkutan di Kabupalen;

¢. Sekretaris Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten yalkni
Sekretaris Dinas vang membidangi Scktoral/Sub Sektoral yang

bersangkutan di Kabupaten;
d. Angsota Tim PTK Scktoral/Sub Sektoral Kabupaten, terdiri dari
LI s
1. Kepala Bidang di lingkungan Dinas yang membidang:
sekioral/ sub sektoral vangbersangkutan;
2. Sckretaris Dinas Kabupaten terkait,
Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Kabupaten;

4, Kepala Bidang Statistik yang membidangi sektoral/sub

zeletoral yvang bersangkutan BPS Kabupaten;

a

Kepala Bidang yang membidangi Sektoral /Sub Seltoral pada
DPMPTSPNaker,

e, Sekretariat ‘Tim PTK/Sub Scktoral, berada pada Dinas yang

membidangi Sektoral/Sub Sektoral di Kabupaten.

Paragraf 4
Tugas Tim

Pasgal 25

(1) Pembina Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
avat (1) hurul a, bertugas:
a, memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK
Kabupaten;
b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten
yang alcan dicapad dikaitkan dengan pembangunan

ketenagakerjaan; dan
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memberikan arahan agar RTK Kabupaten dilaksanakan.

(2) Ketua Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1] hurul b, bertugas:

a.

memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim
dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten;
merumuskan  larget-target | pembangunan ketenagakerjaan
Kabupaten;

merumuskan kebijakan dan program pembangunan
kelenagakerjaan Kabupaten;

memutuskan target yvang harus dicapai dalam RTK Kabupaten;
memonitor hasil pencapaian target yvang tclah ditetapkan dalam
RTK Kabupaten; dan

mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Kabupaten

kepada Bupatli dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSPNaker

(3] Sckretaris Tim PTK Kabupaten scbagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) huruf c,bertugas:

el.

d,

mengoordinasikan pelaksanaan telknis  pernpyuasunan dan

pelaksanaan PTK Kabupaten;

memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten;
mengoordinasikan Sekretarial Penyusunan dan pelaksanaan PTK
Kabupaten; dan

melaporkan hasil penvusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten

kepada Ketua Tim PTK Kabupaten,

{4) Anggota Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) huruf d, bertugas :

=

L.

melalktukan  pengkajian dan penganalisaan atas targel
pembangunan  perekonomian dan ketenagakerjaan  yang
diarahkan oleh Pembina Tim FTK Kabupaten dan Ketua Tim PTK
Kabupaten untuk dipergunakan dalam penentuan  RTK

Kabupaten;

melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan
persediaan dan kebutuhan akan tenaga kernja;
melalkultan pengkajian dan  penganalisaan  terhadap konsep

kebijakan dan program; dan
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d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan
pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Sekretaris Tim PTK
Kabupalen.

(3] Sekretariat Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) huruf e bertugas:

a. menyelenggarakan kegiatan  administrasi, yang melipug
administrasi umum dan keuangan;

b, menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK
Kabupaten, PTK Scktoral / Sub Sektoral Kabupaten; dan

0

menviapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK

Kabupaten, dan Tim PTK Sckloral/ Sub Sektoral Kabupaten.

Pasal 26

(1] Pembina Tim PTK Sekioral/Sub Sektoral Kabupaten sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 24 ayat (2) hurul a, bertugas:

a. memberikan arahan  penyusunan  dan pelaksanaan PTK
Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten;

b, menyampaikan largel pembangunan perekonomian Sektoral/Sub
Selktoral Kabupaten wvang akan dicapan dikaitkan dengan
pembangunan ketenagakerjaan; dan

G membernkan arahsn agar RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten
untuk dilaksanakan.

(2] Ketua Tim PTK Sektoral/Sub Scktoral Habupaten scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayvat (2] huruf b, bertugas:

a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim
dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK  Sektoral/Sub Sektoral
Kabupaten;

b. merumuskan  target-target pembangunan ketenagakerjaan
Sektoral / Sub Sektoral Kabupaten;

€. merumuskan kebijakan dan PrOgTHID pembangunan
ketenagakerjaan Scktoral / Bub Scektoral Kabupaten;

d. memutuskan target vang haras dicapai dalam RTK Sektoral/Sub

Sektoral Kabupaten;

b

memonitor hasil pencapaian target vang telah ditetapkan dalam
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RTHK Scktoral/Sub Scktoral Kabupaten; dan

f. mengevaluasi  dan melaporkan hasil  pelaksanaan RTK
Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten kepada Bupau dengan
tembusan kepada Kepala DPMPTSPNaker Kabupaten Solok.

(3) Bekretaris Tim PTK Scktoral/Sub Secktoral Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2} huruf ¢, bertugas:

a. mengoordinasikan pEEaLcsanalm teknis penyusunan dan
pelaksanaan PTK Sektoral/ Sub . Sektoral Kabupaten;

‘b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Sektoral/Sub
Sektoral Kabupaten;

c. mengoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanasn PTK
Sckioral/Sub Sektoral Kabupaten; dan

d. melaporkan  hasil penyusunan dan  pelaksanaan PTK
Sektoral /Sub Sekioral Kabupaten kepada Ketua Tim  PTK

Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

(4] Anggota Tim PTK Sektoral/Sub Scktoral Kabupalen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayar (2) huraf d,bertugas:
a. melakukan  pengkajian dan penganalisaan  atas  target
| pembangunan perekonomian dan  ketenagakerjaan o yang
diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam
penentuan RTE Sckioral/ Sub Sektoral Kabupaten;
b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan

persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;

c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep
kebijakan dan program; dan

d, melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan
pelaksanaan PTK  Sckloral/Sub  Sektoral Kabupaten kepada
Sekretaris Tim PTE Scktoral/Sub Sektoral Kabupaten.

(3} Sekretariat Tim PTK Sekioral/Sub Sektoral Kabupaten scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, bertugas:

a. menvelenggarakan — keglatan administrasi, vang — meliputi

administrasi umum dan keuangan;

b, menviapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK
Sckioral/Sub Sckloral Kabupaten, dan
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c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegilatan Tim PTK

Scktoral/ Sub Sektoral Kabupaten.

Paragraf 5
Masa Tugas dan Pengangkatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 27

(1] Tim PTK Kabupaten dan Tim PTK Sektoral/Sub Scktoral Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas sclama 5 (lina)

tahiin.

(2] Keanggotaan Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Kepala DPMPTSPNaker.

(3} Keangpgotaan Tim PTK  Sckioral/Sub  Sektoral Kabupaten
schbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas instansi

sektoral /sub sektoral vang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan
Rencana Tenaga Kerja Makro

Pasal 28

DPMPTSPNaker dan Instansi Sektoral/Sub Scktoral wajibh menyusun
dan menvampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan RTK Makro sccara

berkala setiap 1 (satu) tabhun dan setiap 5 {lima) tahuan,
Pasal 29

(1) Laporan Hasil Pelaksanaan RTK Makro,meliputi:
a. limgkup kewilayahan; dan
b. lingkup scktoral.

[2) Laporan hasil pelakssansan RTK Makro lingkup kewilayahan dan
linglkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibual dengan
sisternatika sebagal berikut
a. pendabhuluan;

. pelaksanaan RTK Makro; dan
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C. penutuap.

(3] Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro schagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Januan tahuan

berikutnya.
Pasal 30

(1) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayshan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 avat (1} huruf a, dilapotkan oleh Kepala
DPMPTSPNaker kepada Bupati, Ll-::n;_::__an tembusan kepada Kepala
[Hnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk

pelaksanaan RTK Makro tingkat Kabupaten.

(2) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral scbagmimana
‘dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hurul b, dilaporkan oleh Kepala
Dinas Instansi Selctoral/Sub Sekioral kepada DBupati dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan RTE Sektoral/Sub

Sektoral ungkat Kabupaten.

{3} Laporan Hasil Pelaksanaan RTK scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan,

strategi, dan program pembangunan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Makro

Pasal 31

(1) Pemantauan terhadap penyusunan RTK Makro,menyanglut:
a. pembentukan Tim PTK Kabupaten; dan
b. penggunaan metoda penghitungan persediaan dan kebutuhan
akan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan kebijakan, strategi,
dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(2) Pemantauan terhadap pelaksanaan RTK Makro, menyangkul
kegiatan dalam:
a. perluasan kesempatan kerja;
'b. peningkatan pendavagunaan tenaga kerja;
c. peningkatan kualitas tenaga kerja;
peninglkatan produktivitas tenaga kerja;

e. peningkatan perlindungan tenaga kerja;dan
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. peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Pasal 32

{1} Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro
lingkup kewilayahan dilakukan oleh DPMPTSPNaker

(2] Pemantauan lerhadap penyvusunan dan pelaksanaan RTE Makro
¥
hngkup  sektoral dilakukan oleh  nstansi  pemerintah vang

bertanggung jawab DPMPTSPNaker
Pasal 33

Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup
kewilayahan dan ingkup scktoral sebagaimana dimalksud dalam Pasal 32
ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yvang dihadapi.

Pasal 34

Pemantauan dan pelaksanaan RTK Makro dilakulkan secara berkala baik
langsung maupun tidak langsung paling lambat setiap & (enam) bulan

seleall.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Terhadap Hasil Pemantauan

Pasal 35

(1} Ewvaluasi Penyusunan ETK Makro dilakukan terhadap:
d. Tim PTK Kabupaten;

b. metoda penghitungan persediaan, kebutuhan akan tenaga kerja,

dan neraca tenaga kerja;dan
c. kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(2] Ewaluasi Pelaksanaan RTK Makro dilakukan terhadap kegiatan:
a. perluasan kesempatan kerja;
b, peningkatan pendavagunaan tenaga kerja;
c. peningkatan kualitas tenags kerjs;
d. peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e. peningkatan perlindungan tenaga kerja; dan

{. peningkatan kescjahteraan pekerja dan keluarganya.
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(1]

{2)

(3]

(4]

Pasal 36

DPMPTSPNaker melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan
penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral yvang

hesinya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.,

Laporan hasil evaluasi pemantauan penyusunan dan pelaksanaan
RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan

sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

k. hasil evaluasi;dan

C. penutiip.

Evaluasi terhadap pemantauan penvusunan dan pelaksanaan RTK

Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untk

merumuskan langkah-langkah perbaikan.

Evaluasi terhadap pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK
Makro sebagsimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling

lambat setiap 6 (enam) bulan seleali,

Bagian Kesembilan

Pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Makro

Pasal 37

{1} DPMPTSPNaker melakukan pembinaan penyusunan dan

(2]

pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral.

Pembinaan penyusunan dan  pelaksanaan RTK Makro lingkup

scktoral sebagaimana dimaksud pada ayart (1), meliputi;
a. kansultasi;

b. bimbingan;

c. pelatihan; dan

d. sosializsasi.



Bagian Kesepuluh
Pembiayaan

Pasal 38

(1) Segala biayva yvang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan pada

tingltat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

- 4
Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Segala biaya yvang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan pada instansi sektoral/sub  scktoral Kabupaten
dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Instansi

Pembina sektoral/sub sektoral yang bersangkutan,

BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO

Bagian Kesatu
Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 39

PTK Mikro bertujuan untulk :

a. menjamin  kelangsungan hidup dan pengembangan peérusahaan

melalwl pelaksanaan program kepegawaian yvang terarah; dan

b. menjamin perlindungan pegawai, hubungan industrial yvang harmonis,
peninglkatan kesejahteraan pegawal dan keluarganya  dan

menciptakan kesempatan kerja vang seluas-luasnya,

Paragraf 2
Tahapan Kegiatan

Pasal 40

Kegiatan PTK Mikro, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pPenyusunan;
b. metoda penyusunan;

C. lata cara penyusunan laporan hasil pelaksanaan;
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d. tata cara pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan;
e, evaluasi hasil pemantauan; dan

f. tata cara pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan.

Paragraf 3
Penvusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

Pasal 41

Penyvusunan PTE Mikro dimaksudkan untuk:

a. mendayagunakan pegawas secara optimal dan produktif;

b. mendukung pencapaian kinerja pegawai dan perusahaan vang tinggi;
c. memudahkan pencapaian visi dan misi perusahaan:

d. membatas: timbulnya permasalahan di perusahaan;

e. menjamin kelangsungan dan pengembangan perusahasn,; dan

f. memperhias kesempatan kerja.

Pasal 42

Tahapan penvusunan PTK Mikro sebagaamana dimaksud dalam Pasal 440

hurul a, dilakukan melalu kegiatan:

a. pengumpulan dan pengolahan data kepegawsdan;

b. perlarasn dan perencanaan persediaan pegawal, kebutuhan pegawai,
dan neraca pegawai;

c. analisis persediaan pegawal, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai,
dan

d. penyusundan program kepegawalan,
Pasal 43

{1} Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huarul g, merupakan proses penataan,
wlentihkas) dan penghitungan jumlah pegawal setiap jabatan dengan
.burbagai klasifikasi, karakteristik sesual dengan kondisi dan rencana

pengembangan perasahaan.

{2} Perkirasan dan perencanaan persediaan pegawaid, kebutuhan pegawai,
dan neraca pegawal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huaraf b,

meliputi:
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g, jumlah pegawal setiap jabatan dan  karakieristiknva dimasa
datang;

b. jumlah pegawai seliap jabatan dan  karakteristiknya vang
dibutuhkan di masa datang; dan

c. jumlah pegawai sctiap jabatan dan karakteristiknya, dengan
membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan

pegawai di masa datang. )

(3} Analisis persediaan pegawail, kebutithan pegawai dan neraca pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hural ¢,meliputi:

a. proses penguralan data pegawal kondisi sekarang berdasarkan

jabatan, jumlah dan karakteristiknya;

b. proses penguraian data pegawal dari hasil perkiraan pegawai vang
dibutuhkan di masa datang menurut jabatan, jumlah dan
karakteristiknya; dan

C. proses penguraian data perbandingan antara persediaan pegawai
dengan kebutuhan pegawal di masa datang menurul jabatan,

jumlah dan karakteristiknva.

(4} -Penyusunan program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf d, merapakan kegialan yang dilaksanakan untuk
mengatasi  kesenjangan antara  persediaan  pegawai  dengan
kebutuhan pegawai berdasarkan neraca pegawai sesuai dengan hasil
analisis baik secara kualitas maupun kuantitas yvang menghasillkan

program kepegawailan.
Pasal 44

(1) Pelaksanaan Penyusunan PTK Mikro dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta serta
Lembaga Swasta Lainnya pada unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang kepegawalan atau unit lain di perusahaan yvang
diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan PTK
Mikreo,

(2) Pelaksanaan PTK Mikro scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
melipnati kegiatan: |
a. sosialisasi;
b. pencapalan sasaran;
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C. pemantauan;
d. evaluasi;
€. Penyvesuslan sasaran; dan
. pelaporan hasil pelaksanasan RTK Maloro.
Bagian Kedua
Rencana Tenaga Kerja Mikro

Paragr-;lf :
Informasi

Pa=al 45

RTK Mikro scbagai hasil dari PTK Mikro, paling sedikit memuat
inlormasi tentang:

a. persediaan pegawai;

b. kebutuhan pegawsai;

c. neraca pegawai; dan

d. program kepegawaian.
Pasal 46

(1) Inlormasi persediaan pegawai scbagaimana dimaksud dalam Pasal
45 huruf a, disusun berdasarkan kekuatan pegawai yang dirinci
menurul  jabatan, status  kepegawalan, jenjang  dan  bidang
pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan dan pengalaman

kerja.

(2] Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 hurul b termasuk kebutuhan pegawai berstamis lenaga asing,
dihitung berdasarkan beban kerja vang dirinci menurut jabatan,
status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia,

jenis kelamin, pelatihan, dan pengalaman kerja.

(3) Neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c,
disusun dengan membandingkan antara persediasn pegawai dengan

kebutuhan pegawai baik jumlah maupun kualifikasi.

(4) Program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf
d, paling sedikit memuat:
&, pola pembinaan karier;

'b. program perekrutan, seleksi, penempatan  serta  pensiunsan

T



pegawai;
pelatihan dan pengembangan pegawai;
d. perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan

e. produktivitas kerja.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan

+
Pasal 47

Penvusunan RTE Mikro mengpunakan cara:

fl.

L.
0.

d.

(1)

(2]

(3]

(]

pengolahan data kepegawaian;

perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai;
perkiraan dan percncanasn kebutuhan pegawail;
perkiraan dan perencanasn neraca pegawai; dan

penyusunan program kepegawaian,
Pasal 48

Pengolahan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 huruf a, menggunakan cara:
a. penataan dala;

b, pengidentifikasian data; dan
£, penghitungan data.

Penataan data kepegawaian sebagaimana dimalksud pada avat (1)

huruf a, disusun berdasarkan:
a. klasifikasi data kepegawaian; dan
b. karakteristik data kepegawaian.

Pengidentifikasian data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b, dilakukan untuk menentukan karakteristik dan
klasifikasi data pegawal vang diperlulkan dalam penyvusunan rencana
persediaan pegawai, rencana kebutuhan pegawai dan neraca
pegawai.

Penghitungan data kepegawalan scbagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf ¢, dilakukan untuk mengetahw jumlah data pegawal
vang diperlukan untuk penyusunan rencana persediaan pegawai dan

rencana kebutuhan pegawai.
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Pasal 49

(1) Klasifikasi data kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat {2) huruf a, antara lain meliputi bagian:
a. produksi barang dan/atau jasa;
b. pecmasaran;
. keuangan;
d. umum;
e, kepepawaian; dan
Il'. pengembangan usaha,
(2] Karakteristilk data kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (2) huruf b,meliputi:
a. jabatan;
b. statuspegawai,
c. bidang pendidikan akhir;
usia;
e. jenis kelamin;
f. pelatihan/kompetensi; dan

g. pengalaman kerja,
Pasal 50

Perkiraan dan perencanasn persediaan pegawal sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 47 hurul b, dilakukan dengan cara menghitung jumlah
pegawat  yvang  telah tersedia, jumlah pegawai vang berkurang akibat
pensiun, mengundurkan diel dan meninggal dunia serta rencana

kebutiuuhan pegawai,
Pagal 51

(1) Perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawal  sebagaimana
Hinm]csurl dalam Pasal 47 huraf ¢, dihitung berdasarkan beban kerja
ataul lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentulkan
dengan membandingkan antara jumlah volume kerja terhadap hasil
perkalian  antara persentase masuk  kerja  dengan  waktu

penyelesaian pekerjaan.,

(3] Vaohime kerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (2], ditentukan
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{4)

(1]

(3]

(4]

(3]

(1]

dengan  hasil kali antara target beban kerja dalam skala waktua
tertentu dengan norma wakiu pada setiap jabatan.
Persentase masulk kerja sebagaimana dimaksud pada avat (2),

ditentukan dengan membandingkan antara jumlah har masuk kerja

dengan har kerja yang tersedia dikali seratus persen.

Waktu penyelesaian pekerjaan scbhagaimana dimaksud pada ayat (2).
%

merupakan walktu yang diperlukan oleh pemangku jabatan atau

kelompok pemanglu jabatan untuk menghasilkan suatu barang

dan /atau jasa.
Pasal 52

Perkiraan dan perencanaan  kebutuhan pegawsd  scbagmimana
dimalesud dalam Pasal 51 avat (1), disusun berdasarkan syarat

jabatan.

Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnys memuat:

a. pendidikan;

b. pelatihan/kompetenst;
. pengalaman kerja;

d. penggunaan fisik;

kondisi fisik; dan

i

f. psikologi.

Penggunaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayal (2} hural d,

‘meliputi duduk, berdiri, berjalan dan berbicara.

Kondisi Iisik sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] huraf e, meliputi

jenis kelamin, usia, tinggi dan berat.

Psikologi scbagaimana dimaksud pada avat [2) huaruf §f, meliputi

bakat, temperamen dan minat,
Pasal 53

Penghitungan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

avat [2), sekurang-kurangnya mengpunakan unsur-unsur;

A, uraian tagas jabatan;

b. norma walctia:
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. target beban kerja,

{2) Uraian tugas jabalan scbagaimana dimalisud pada ayvat (1) hurufl a,
menggambarkan rincian kegiatan vang dilakukan pada jabatan

tersebuar.

(3) Norma waktu scbagaimana dimaksud pada avat {1) huruf b,
merapakan ukuran waktu yang diperlukan scorang/sekelompol

= ] : 3
pegawal untuk melaksanakan fugas pada sctiap jabatan dengan

maksud menghasilkan barang dan/atau jasa.

(4) Target beban kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c,
merupakan jumlah satuan hasil barang dan/atau jasa yvang harus

‘dicapai pada suatu jabatan dalam satuan waktu tertentu.
Pasal 54

Perkiraan dan perencanaan ncraca pegawal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 hurul d, dilakukan dengan membandingkan antara
perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai dengan perkiraan dan

perencanaan perscdiaan pegawal
Pasal 55

Perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, kebutuhan pegawai
dan’ neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hurul b,
huruf ¢, dan huruf 4, dilakukan analisis dengan menguraikan hasil
perkiraan dan perencanaan persediaan  pegawai, perkiraan dan
perencanasan kebutuhan pegawal, perkiraan dan perencanaan neracs

pegawal dengan berbagai klasifikasi dan karakteristik.

Pasal 56

(1] Penyusunan program kKepegawaian scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf e, dilakukan dengan menentukan rencana kegiatan
untuk mengatasi kesenjangan yang terdapat pada neraca pegawai.

(2} Program kepegawaian sebagaimana dimaksud pada avat (1),
selkurang- kurangnyva memuat:

a., perekrutan, seleksi, penempalan, serta pemensiunan pegawai;

b. pola pembinaan karier;

]E- pelatihan /kompetensi dan pengembangan;



d. perlindungsan, dan pengupahan serta jaminan sosial; dan

e. produktifitas kerja.
Pasal 57

Untuk mempermudah memperkiralktan dan merencanakan persediaan
pegawal, lkkebutuhan pegawal dan neraca pegawal di perusahaan dapat

dibangun program aplikasi, (

Paragraf 3
Sistematilka

Pasal 58

RTK Mikro disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuhian;

b. kondisi perusahaan;

. perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai;

d, perkiraan dan perencanasn kebutuhan pegawai;

€. perkirasan dan perencansasn neraci pogawal;

[. program kepegawaian; dan

Z. penutup.

Paragraf 4
Jangka Waktu

Pasal 59

(1) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan  penilaian untuk disesuaikan dengan  perkembangan

perusahaan.
Paragraf 5
Pelaksanaan
Pasal 60

{1} RTK Mikro dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Mihk Daerah., Perusahaan Swasta scerta lembaga swasta

lannnya pada unit kerja vang mempunyal tugas dan fungsi di bidang



(2]

(1)

(2}

kepegawaian  atau  unit lain di perusahaan  yang diberikan

tangpungjawab untuk menyusun BTE Mikro.
RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh
pimpinan perusahaan.

Pasal 61
Sasaran pelakssnaan RTK Mikro sébagaimana dimaksud dalam Pasal
50 adalah pelaksanaan program kepegawaian,

Pelaksanaan RTK Mikro scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipantau secara berkala unfuk mengetahui tingkat pencapaiannya.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi

secarda berkala untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan RTK Mikro,
Pasal 62

RTK Mikro disosialisasikan oleh  Pimpinan Lembaga/Badan

Usaha/Perusahasn pada unit kera dilingkungannya.

Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan program kepegawalan.

Pasal 63

Untuk mempermudah memperkirakan dan merencanakan persedisan

pegawal, kebutuhan pegawal dan neraca pegawal di perusahaan dapat

dibangun program aplikasi.

(1)

Bagian Ketiga
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Pasal 64

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan
Swasta, dan Lembaga Swasta lainnva menvampaikan laporan hasil
pelaksanaan RTK Mikro kepada DPMPTSPNaker

Laporan hasil pelaksanaan RTK Mikro scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. pe relkrutan 2
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. selelksi:
c. penempatan:
d. pemensiunan;
e. pola pembinaan kanr;
f. pelatihan/kompetensi;
produktilitas kerja;
h. perlindungan; dan
i. pengupahan serta jaminan sosial pegawai.

(3] Laporan hasil pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada
‘avat (2], disusun dengan sistematika sebagai herikur:
a. pendahuluan;

b. hasil pelaksanaan; dan

C. penutup.
Pasal 65

(1) Laporan Hasil Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, disampaikan oleh Kepala DPMPTSPNaker kepada Bupati
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinst Sumatera Barat.

(2) Laporan Hasil Pelaksanaan RTK Mikro scbagaimana dimaksud pada
ayat {1} disampaikan setiap tahun yang dilakukan paling lamhbat pada

bulan Januari tahun berikutnyva,

Bagian Keempat
Tata Cara Pemantauan Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Tenaga Kerja Mikro

Pasal 66

(1) Pemantauan dilakukan terhadap:
a. penyusunan RTK Mikro: dan
b. pelaksanaan RTK Mikro.
{2} Pemantauan terhadap penyuasunan RTK  Mikro sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap penggunaan

metada penyvusunan RETK Mikro,
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(3) Pemantauan terhadap pelaksanaan RTK  Mikro  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf b, dilakukan terhadap Hasil

Pelaksanaan Program RTE Mikro,

(4) Pemantauan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan
cara:
a. langsung; cdan

‘b, tidak langsung.

(5} Laporan Hasil Pemantauan RTK Mikro baik langsung maupun tdak
langsung dibuat dengan sistematika sebagal benikul:
a. Pendahuluan;
b. Hasil Pemantauan; dan

c. Penutup.
Pasal 67

{1} DPMPTSPNaker melakukan Pemantauan terhadap penyusunan dan
pelaksanaan RTK Mikro  baik secara langsung maupun tidak

largsung.

(2} Pemantauan scecara langsung scbhagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara melalkukan kunjungan ke Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan
Lembaga BSwasta lainnyva dan hasilnya dilaporkan kepada Bupat
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja  dan

Transmigrasi Provinsi Sumalera Barat.

{3} Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (1}, dilaksanakan pengamatan dan identifikasi laporan dari
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan
Swasta, dan Lembaga Swasta lainnya dan hasilnya dilaporkan
kepada Bupatu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kenja

dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 68
(1} Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditujukan
untuk mengetahul keberhasilan dan masalah yang dihadapi.

{2} Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dilakukan

secara berkala baik langsung maupun Udak langsung paling singkat
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setiap 6 [enam) bulan sekali.

Bagian Kelima
Evaluasi Terhadap Hasil Pemantaunan

Pasal 69
(1} Ewvahiasi terhadap hasil pumantau:,]m dilakukan terhadap:
a. penyusunan RTK Mikro; dan

b, pelaksanasn RTK Mikro.

(2} Ewaluasi penyusunan sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) huaraf a,
meliputi:
a. cara penghilungan persediaan pegawal, kebutuhan pegawail dan
neraca pegawai; dan

b. PENVLISUINAN FOErEIT _I{I:":]‘}Egau.-’&i&ﬂ,

(3] Ewvaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b,
melipuiti;
perekrutan;
b. seclelksi;
C. pcnempatan;

d. pemensiunan;

e, pembinaan karier;
pelatihan /kompetensi;

g. produktifitas kerja;

h. perlindungan pegawai;

1. pengupahan pegawal; dan

j- jaminan sosial pegawai.

{4) Laporan hasil evaluasi dibuat dengan sistematika sebagai berikur:
a. pendabulusan;
. hasil evaluasi; dan

C. penutup.
Pasal TO

(l} DFMPTSPNaker melakukan ewvaluasi terhadap hasil pemantauan

penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dan hasilnya dilaporkan
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kepada Bupatl dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
merumuskan langkah-langkah perbaikan.

{3} Ewaluasi terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan

RETK Mikro dapat dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

+

Bagian Keenam
Pembinaan Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Tenaga Kerja Mikro

Pasal 71

(1} DPMPTSPNaker melaksanakan Pembinsan terhadap penyusunan

dan pelaksanasan RTK Mikro di tingkat Perusahaan,
(2] Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana
dimalksud pada ayart (1) dilakukan melalai kegiatan am:ara lain:
a, konsultasi;
b. bimbingan:
c. pelatihan/kompetensi; dan

. sosialisasi,

Bagian Hetujuh
Pembiayaan

Pasal 72

(1) Segala biaya vang diperlukan dalam melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan pembinaan pada tingkat Kabupaten dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

() Sepala aya vang diperlukan untuk penyusunan dan pelaksanaan
PTK Mikro pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
I.Da:_:rah, Perusahaan Swasta dan Lembaga BSwasta Lainnyva
dibebankan pada anggaran Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Mililkk Dasrah, Perusahaan Swasta dan Lembaga Swasta Lainnyva yang

bersanghitan,
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal T3

Perencanaan untulk Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah
mengacll pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

Apdratur Sipil Negara.,

Pasal 74
Peraturan Bupati ini mulai berlalku pada tanggal diundangkan.

Agar =setilap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Solok,

Ditetaplan di Arosuka

pada tanggal 1 Janvan 2019

BUPATI SOLOK,

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 1 Janvan 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,
{

@_‘
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 20149 NOMOR 1



